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Parpol Mulai Simulasikan
Arah Perubahan Kebijakan

Masukan publik menjadi hahan pertimbangan partai politik dalam menvusun kajian dan
menvimulasikan arah perubahan yvang akan diatur dalam RUU Pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Scjuinlah
artai politik mulai menyusun
leajiouy dan sinwulasi terkait arah
perthahan kehijakan  pemiln
yang akan diatur dalan Ran
cangan Undang-Undang Pemi-
|u Masukan dari publik, ter
sk skademist dan pegiat pe-
1nilu vang diundang dalam ra
pal Komisi (1 NP, disehut
akan menjadi balm pertim
hangan partai, hahkan herpo-
tensi digusakan untuk mem
perkat argumentasi atas si-
mulasi yang sedang maupun
akan disusun,

“Jadi soal maswkan ambagg
ttas, sistem proporsional fer-
buka atau tertutup, dan seba
gainya 1 nanti kami jadikan
catatan,  Prosesnya mungkin
miasih panjang, bisa dua sampai
Liga bulan ke depan,” ujar Wakil
Ketua Komisi 11 PR dari Frak-
51 Partal Demokrat Dede Yusuf.
Kamis (22/1/2026).

Komisi 11 DPR mulai mene-
rima masukan terkait desain
dan persoalan pemily vang
aken dijadikan bahan dalam re-
visi UL Pemilu pada Selasa
(2001 di Kompleks Parlemen,
Jakarta.

Sequmlah akademisi, antara

lain, Kepala Departenen Politik
Centre for Strategic and [n=
termational Studies (CS1S) Arya
Fernandes dan Direktur Flse-
kutif Pusat Kajian Politik (Pus
kapal) Universitas Indanesta
Hurrivaly, dinnéang wituk me
nyampaikan pandangan,

Dede mengatakan, permba
hasan RUL Pemil saal int ma-
siby berada pada tahap awal pen
Jaringan masukan, Setiap Se-
lasa. Komisi 11 DPR membuka
ruany el akademisi, peng-
amat, dan publik untuk me
nyampaikan pandangan. mere=
ka dalam forum rapat detgar
IK‘I\E]HPI“ umum.

Partal Demokrat sulal me-
Takubkan Jagian internal, tetapi
belum sampai pada pengam
bilan keputusan atss isu-isu
krusial dolam revisi UL Pe
milu

Saat ini, Partai Demokral te-
ngah menyaring herbagai ma-
subkan dari publik. akademisi,
dan pegiat pemiln untuk me-
mastikan selurub pandangan
tersebut menjadi pertimbangan
dalam perumusan kajian yang
lshih menveluruh,

Anggota Komisi 11 DPR dari
Fraksi Partai Keadilan Sejah-

tera (PRS), Mardani AL Sera
mengatakan, FKS tengah me-
lokkawy kajian interpal, kho
susmya erkait ambang hatas
parlemelt

Menurut. Marelani, smbang
batas parlemen ideal berada pa
il kisaran -4 persen, Angha
texscbut dinilai cukup-, untuk
menjaga keterwakilan warga i
DER sekaligue tetap nendus
kmy efiktivilas sistem kepar-
Faan.

“Angka i hawah 3 persen
membuat  kensolidasi  lebih
kompleks karena hisa ada 10
sampai 12 partal di parlemen.
Sementara angha 41 atus 4 per-
sety berpotensi membuat ba-
nyak suara ferhuang, Jacli, lehih
baik kemstan sajo tidak perlu
diturunkan,” kata Mardani,

Basis data dan analisis

PES menilal masukan dari
sejumlah narasumber vang te-
lah diundang dalam RDFU Ke-
misi 11 PR memiliki- hobot
kuat karena disampaikan ber
hasis data dan analisis Pan-
dangan akademisi dan pegiat
pemily menjadi rujukan pen-
ting bagl partad dalam menyu-
sun sikap.

Wakdl Ketua DPR Sufini Das
et Ahmad menegaskan, hingg
soat g Partal Gerindra masih
el piclis bahapsimulasi dan
pengkajian internal terkait aah
perubiahan kehijakan pemilu ke
depart-Keputusa resimi partad
akan_digampatkan setelih se-
loruly proses kajian tersebut
rampHng,

Gerindra akan meticermati
selurth masukan vang her-
kembang, Dok  dad publik
maupun dar proses  pem-
bahosan di DPR. Seluruh pan
dangan terkait ambang batas
parlemen dan isu-izu laan dalam
RULE Pemily perh didalami se-
cata komprehensif - sebelum
partai menentukan sikap res-
mi.

Sementara itu, Direktur Ek-
sckutif Network for Democracy
and  Electoral Integrity (Net-
urit) Hladar Nalls Gumay ber
pendapat, ruang-ruang aspirasi
pergantian  kekuatan  polink
yang terhuka dan dikebendaki
masyarkal bergerak secaraala-
miah, Oleh sehab ity, simulasi
partai politik harus dilakukan
dengan  mempertimbangkan
hal terschut.

“Secara alamiah, perolehan

kursi di setiap dapil (dacrah
pemilihan) it sudah memiliki
ambang batas tersendivl, dan
tidak perlu direkayasa, Jadi,
vang berkuasa harus tetap ber
kompetisi secara lerhuks me-
ladui pemilu vang adil dan ber
sih,” kata Hadlar,

[a  mepgingatkan,  jangan
membial sistem vang ferlal
merbatasi dan akhimya hanyva
hiss dlikuasai olieh kekuatan-ke-
kuatan elite. Sebab, hal itu be
lum fenfu dikehendaki masys-
rakat.

Haclar vang menjahat sehagai
Fomisioner Komisl Pemilihan
Umum 2012-2017 herpandang-
an, suara publik terhadap partai
pulitik pilihannyas harus dihar-
pai. Akan sanpat disayanghkan
jika pilihan sehagian masvara-
kat harus kandas hanya karena
tidak lolos amhbang batas re-
Kayasa tersebut,

“Jadi, suara-suara mereka se-
mua dikitung Satu kursi itu
pun tetap perjuangn dari par-
tai politik dan caleg (calon le-
iskatif), vang kemudian ma-
syarakat  sudah  memberikan
mandatnya menjadi wakil rak-
vat. Nah, itu barus Kita hargal”
ujar Hadsar, (0nGnowy
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